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 Abstract: Dana desa berperan penting sebagai dana 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini 
menyebabkan kasus korupsi Dana Desa merupakan hal 
yang tidak dibenarkan dan harus dicegah. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis kebijakan hukum 
pidana yang diterapkan dalam kasus korupsi dana desa 
oleh kepala desa dan mengkaji kelemahan kebijakan 
hukum pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Kepala 
Desa di Desa Random Kecamatan Paser.  Tipe penelitian 
adalah yuridis normative dengan menggunakan 
pendekatan berbasis perundangan dan pendekatan 
berbasis konseptual. Prosedur Pengumpulan bahan hukum 
melalui Studi Kepustakaan dan dilakukan pengolahan 
dengan metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum 
melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
membuktikan Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan 
Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa Random 
Kecamatan Paser terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) 
jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo dengan sanksi pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun 
dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 
Sedangkan kelemahan Kebijakan Hukum Pidana 
Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa Random 
Kecamatan Paser adalah dari Ringannya Bobot Sanksi 
Pidana, Sistem Pengawasan yang lemah, Minimnya 
pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam pengelolaan 
dana dan Tidak adanya mekanisme pemantauan berbasis 
digital 
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PENDAHULUAN 

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk 
memberikan dukungan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara, setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar 
untuk diberikan kepada Desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang 
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diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan 
Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus 
dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari 
sampai dengan tangga1 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut 

Kebijakan dana desa telah memasuki tahun ke 10 (2015-2024) dengan alokasi yang 
diberikan juga semakin meningkat, agar dapat memacu tumbuh kembangnya perekonomian 
desa, sehingga dapat bermanfaat peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan 
penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Namun pada kenyataanya, 
besarnya anggaran dana desa berpotensi terjadinya kesalahan pengelolaan dana desa mulai 
dari pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. 
Pencapaian Dana Desa selama ini masih membutuhkan penyempurnaan dalam tata kelola 
keuangan, karena masih terdapat beberapa kasus korupsi dalam pemanfaatan dana desa, 
seperti proyek fiktif, penggelembungan anggaran pembangunan desa, dan penggelapan yang 
digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu bentuk kesalahan atau 
penyimpangan dalam pengelolaan dana desa adalah adanya tindakan korupsi dana desa. 

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan 
terhadap persamaan dihadapan hukum Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus 
dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Korupsi dana desa adalah 
tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan 
kesejahteraan dan kepentingan umum yang berkaitan dengan dana desa. Korupsi dana desa 
adalah penyalahgunaan dana desa untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi Dana 
Desa (ADD) adalah perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain, dan merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai 
demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Korupsi dana desa yang dilakukan oleh 
kepala desa telah menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan desa di 
Indonesia. Program dana desa ini merupakan salah satu kebijakan besar yang dicanangkan 
oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara 
merata. 

Salah satu kasus korupsi Dana Desa yang ada di Indonesia adalah kasus korupsi di Desa 
Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kasus tersebut, kepala desa 
ABS terbukti melakukan korupsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk 
programprogram pembangunan dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 474.185.678,-. 
Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 
menghambat pembangunan desa yang berujung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. 
Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan serta kelemahan dalam kebijakan 
hukum pidana berperan signifikan dalam terjadinya korupsi dana desa oleh aparat desa. 

Dalam studi kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser, terungkap bahwa 
kepala desa memanfaatkan lemahnya pengawasan ini untuk menyelewengkan dana desa 
yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan. Kepala desa dalam kasus ini 
terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan penggelapan dana desa, namun sanksi 
yang diberikan belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa 
kebijakan hukum pidana yang ada saat ini belum mampu menanggulangi permasalahan 
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korupsi dana desa secara efektif. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas dan 
komprehensif untuk memperkuat pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih berat 
bagi pelaku korupsi di tingkat desa. 

Peran kebijakan hukum pidana sangat penting dalam mencegah dan menindak kasus 
korupsi, termasuk korupsi dana desa. Kebijakan hukum ini seharusnya menjadi landasan 
yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi dan memberikan efek jera bagi calon pelaku 
lainnya. Namun, kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa Random Kecamatan 
Paser menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum pidana masih memiliki banyak 
kelemahan. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta lemahnya penerapan sanksi 
membuat pelaku korupsi merasa tidak terlalu terancam hukum. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat diketahui bahwa tindakan 
korupsi Dana Desa masih sering terjadi dan menyebabkan kerugian yang besar bagi 
masyarakat Desa seperti pada kasus Korupsi Dana Desa Random Kecamatan Paser. Maka 
peneliti akan melakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang 
diterapkan terhadap korupsi dana desa oleh kepala desa dan mengkaji kelemahan kebijakan 
hukum pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Dana Desa Random Kecamatan Paser. 
Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam 
kasus korupsi dana desa oleh kepala desa dan menganalisis kelemahan kebijakan hukum 
pidana berdasarkan studi kasus Korupsi Kepala Desa di Desa Random Kecamatan Paser. 
 
LANDASAN TEORI 
Korupsi Dana Desa 

Pada dasarnya, korupsi terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan dan 
tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik, dalam hal ini dana desa, justru 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok 
tertentu. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kepala desa sebagai pejabat yang 
bertanggung jawab atas penggunaan dana desa menjadi titik rentan terjadinya korupsi. 
Korupsi ini bisa berupa penggelapan dana desa, penyalahgunaan anggaran untuk 
kepentingan pribadi, atau manipulasi data dan dokumen terkait pengelolaan dana desa yang 
merugikan masyarakat desa itu sendiri. 
Hukum Pidana 

Teori Hukum Pidana berfokus pada penerapan sanksi hukum sebagai alat untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi dana desa. Hukum pidana dalam 
konteks korupsi berfungsi untuk memberikan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku 
korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan 
serupa di masa depan. Dalam teori ini, diterima bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku 
kejahatan, khususnya dalam kasus korupsi, harus cukup berat dan menimbulkan rasa takut 
untuk melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesempatan 
bagi individu lain yang berada dalam posisi serupa untuk melakukan penyalahgunaan 
kekuasaan atau dana publik. 
Peran Kepala Desa 

Kepala desa memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, 
karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam alokasi dan 
penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum 
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terhadap pengelolaan dana desa. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa adalah figur 
sentral yang memimpin berbagai program pembangunan dan kegiatan yang didanai oleh 
anggaran desa, sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk 
memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang benar, efisien, dan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
 
METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Normatif yang mengkaji hukum 
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menerapkan dua 
pendekatan yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Pendekatan 
pertama adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) yang bertujuan untuk 
mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara berbagai Undang-undang dan regulasi yang ada. 
Perundangan yang digunakan dalam analisis penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 1 Tahun 
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual untuk 
memecahkan isu-isu yang terkait dengan kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan 
Paser. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan dan diolah melalui 
metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum melalui analisis Deskriptif Kualitatif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh 
Kepala Desa 

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi dana desa oleh 
Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam 
konteks ini, peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas untuk 
pemberantasan korupsi, termasuk yang melibatkan penyalahgunaan dana desa. Tujuan 
utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku 
korupsi, dengan harapan dapat menciptakan efek jera yang dapat mencegah pelaku lainnya 
melakukan tindakan serupa di masa depan. Dalam penerapan undang-undang ini, terdapat 
beberapa aspek yang menjadi perhatian penting. Pertama, ketentuan dalam Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
menekankan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi di semua sektor, termasuk 
pemerintahan desa. 

Kasus Korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur 
menggambarkan penerapan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan ini, terdakwa “ABS” dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) 
jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 
20 Tahun 2001. Pembahasan ini akan mengulas lebih dalam mengenai dasar hukum yang 
digunakan dalam putusan tersebut dan bagaimana penerapan pasal-pasal tersebut dalam 
konteks kasus korupsi yang melibatkan terdakwa. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 
menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
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diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 

Pasal 2 Ayat (1) memberikan sanksi yang sangat berat terhadap tindakan yang 
merugikan negara, mengingat korupsi memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian 
dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana korupsi 
memberikan sanksi yang mencakup hukuman penjara yang sangat lama dan denda yang 
cukup besar sebagai upaya untuk memberikan efek jera (Sjahrial, 2019). Dalam putusan ini, 
terdakwa “ABS” dijerat dengan pasal ini karena diduga melakukan penyalahgunaan 
kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan 
negara. Sebagai contoh, jika seorang pejabat desa atau pejabat publik lainnya menggunakan 
dana negara atau dana desa untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut termasuk 
dalam kategori perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) 
(Sjahrial, 2019). 

Pada Pasal 18 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur 
mengenai pengaturan sanksi tambahan yang dapat diterapkan dalam perkara korupsi. Pasal 
ini memberikan dasar hukum untuk penerapan hukuman tambahan selain pidana utama, 
yang dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi atau uang pengganti yang merujuk pada 
besaran kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi (Wicaksono, 2020). Dalam 
kasus ini, penerapan Pasal 18 berkaitan dengan kewajiban terdakwa untuk membayar uang 
pengganti sebesar Rp374.185.678. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tambahan berupa 
pembayaran uang pengganti adalah bentuk pertanggungjawaban yang lebih konkret atas 
kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal ini juga 
bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi, dan mencegah 
agar pelaku tidak hanya dihukum pidana tetapi juga bertanggung jawab secara finansial. 

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan 
dasar hukum untuk menjerat pelaku korupsi yang menggunakan jabatan atau 
kewenangannya untuk tujuan yang merugikan negara. Dalam kasus ini, terdakwa “ABS” 
diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk mengakses dana 
desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun malah digunakan 
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat, yakni 
pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda yang cukup 
besar, yaitu antara Rp50 juta hingga Rp.1 miliar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek 
jera kepada pejabat publik dan masyarakat secara umum bahwa tindakan korupsi yang 
dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan akan mendapat hukuman yang berat. Dalam 
putusan ini, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara 4 tahun 6 
bulan adalah bentuk penerapan sanksi terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan 
yang merugikan negara 

Dalam putusan kasus korupsi Kepala Desa Random Kecamatan Paser Provinsi 
Kalimantan Timur, terdakwa “ABS” dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan 
dan denda sebesar Rp200 juta, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 
Rp374.185.678. Penerapan pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 
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No. 20 Tahun 2001 ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana korupsi memberikan 
sanksi yang tegas terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, terutama yang 
melibatkan penyalahgunaan dana yang merugikan keuangan negara. Penting bagi hukum 
pidana Indonesia untuk mengedepankan aspek pencegahan dengan menetapkan hukuman 
yang lebih berat terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan dana publik seperti 
dana desa. Selain itu, keberlanjutan dari kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan 
yang ketat dan sistem pelaporan yang transparan, agar praktik korupsi dapat diminimalisir 
di tingkat desa, serta tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa 
yang lebih akuntabel dan transparan. 
 
Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa 
Random Kecamatan Paser 

Kasus korupsi dana desa yang melibatkan terdakwa “ABS”, yang terungkap 
memberikan gambaran nyata tentang penerapan kebijakan hukum pidana dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa. Meskipun sistem hukum Indonesia telah 
memiliki regulasi yang cukup komprehensif dalam menangani kasus korupsi, seperti yang 
diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasi kebijakan hukum ini 
masih menghadapi berbagai kendala. Dalam putusan ini, meskipun hukuman pidana sudah 
dijatuhkan kepada terdakwa, banyak elemen yang masih menunjukkan kelemahan dalam 
efektivitas penegakan hukum, seperti ketidaksesuaian antara besaran hukuman dengan 
kerugian yang ditimbulkan dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi seberapa efektif 
kebijakan hukum pidana yang diterapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi dana desa secara menyeluruh. 

Terdakwa “ABS” seorang kepala desa di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, 
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, terlibat dalam tindak pidana korupsi dana 
desa yang merugikan negara sebesar Rp374.185.678. Kasus ini bermula dari 
penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015, di mana terdakwa 
melakukan berbagai tindakan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan desa 
(Mahkamah Agung RI, 2019; BPKP, 2022). Pada tahun 2015, Desa Random menerima Alokasi 
Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten dengan total lebih dari 
Rp749.189.757,80 yang dicairkan melalui beberapa tahap yaitu Tahap Pertama (Agustus 
2015) – Rp555.779.000, Tahap Kedua (September 2015) – Rp193.000.000, Tahap Ketiga 
(Desember 2015) – Rp40.000.000 dan Tahap Keempat (Desember 2015) – Rp623.498.000 
Terdakwa, sebagai kepala desa, memiliki wewenang dalam pencairan dan pengelolaan dana 
ini. Seharusnya, dana digunakan untuk pembangunan desa, seperti pengadaan bibit sawit, 
pembangunan rumah guru, peningkatan jalan desa, dan pengadaan sarana infrastruktur 
lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak proyek tersebut tidak direalisasikan, fiktif, 
atau terjadi penggelembungan anggaran   

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan keuangan desa, dimana 
kepala desa memiliki kewenangan besar tetapi pengawasan terhadap penggunaan dana desa 
masih minim. Beberapa kelemahan kebijakan hukum pidana pada kasus korupsi Kepala Desa 
Random Kecamatan Paser Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 
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1. Ringannya Bobot Sanksi Pidana 
Salah satu kelemahan utama dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam 
kasus ini adalah rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dana desa. 
Banyak kepala desa yang melakukan korupsi karena lemahnya pengawasan dan 
sanksi yang kurang memberikan efek jera. Menurut teori hukum pidana, sanksi yang 
lemah dapat mendorong peningkatan angka kejahatan karena pelaku merasa risiko 
yang dihadapi lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana. Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, 
denda Rp200 juta, serta uang pengganti Rp374.185.678. Hukuman ini tergolong 
ringan dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta 
dampak sosial yang terjadi di masyarakat desa. 

2. Sistem Pengawasan yang lemah 
Tidak adanya audit berkala dan keterbatasan peran inspektorat daerah dalam 
mendeteksi penyimpangan sejak awal menjadi faktor yang memperburuk masalah 
korupsi dana desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengawasan 
terhadap penggunaan dana desa seharusnya dilakukan secara ketat oleh berbagai 
pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, 
pengawasan hanya dilakukan secara formal dan tidak bersifat preventif, sehingga 
kasus-kasus korupsi baru terungkap setelah terjadi penyalahgunaan dana dalam 
jumlah besar. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan jabatannya untuk mengelola 
dana desa tanpa transparansi yang memadai, sehingga terjadi penyalahgunaan 
anggaran yang baru terdeteksi setelah audit dilakukan. 

3. Minimnya pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam pengelolaan dana 
Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi dana desa adalah 
kurangnya pemahaman kepala desa mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana desa. Studi menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak 
memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan, 
sehingga mudah tergelincir dalam praktik korupsi, baik secara disengaja maupun 
karena kelalaian. Kepala desa bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana 
desa, tetapi banyak yang tidak memahami standar akuntansi yang harus diterapkan. 
Kurangnya edukasi mengenai aturan hukum dan pengelolaan dana publik membuat 
kepala desa rentan melakukan penyalahgunaan anggaran tanpa memahami 
konsekuensi hukumnya. Dalam kasus ini, terdakwa tidak hanya menyalahgunakan 
anggaran, tetapi juga tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas terkait 
penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan 
bimbingan teknis bagi kepala desa menjadi celah utama dalam penyalahgunaan dana 
desa. 
Studi terhadap kasus lain menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat (misalnya 

di atas 10 tahun) dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi dana desa. Dalam beberapa 
kasus korupsi dana desa lainnya, hukuman yang lebih berat terbukti memberikan efek jera 
lebih kuat bagi pejabat desa lainnya. Namun, dalam kasus Korupsi Kepala Desa Random 
Kecamatan Paser, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, yang dinilai 
belum cukup tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di desa-desa lain. Teori efek 
jera dalam hukum pidana menyatakan bahwa semakin berat hukuman yang diberikan, 
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semakin kecil kemungkinan individu lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Studi 
empiris menunjukkan bahwa kepala desa di daerah dengan sistem pengawasan ketat dan 
ancaman hukuman yang berat lebih jarang melakukan penyalahgunaan anggaran 
dibandingkan daerah dengan pengawasan lemah dan sanksi ringan. 

Dalam kasus ini, terdakwa diberikan opsi untuk membayar uang pengganti dalam 
jangka waktu tertentu, dan jika tidak mampu membayar, harta bendanya dapat disita atau 
diganti dengan pidana tambahan 1 tahun 3 bulan penjara. Ketentuan ini meskipun sesuai 
dengan aturan hukum, masih dinilai tidak cukup keras untuk memberikan efek jera terhadap 
pelaku korupsi dana desa. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun 
kebijakan hukum pidana telah diterapkan dalam kasus korupsi kepala desa Random 
Kecamatan Paser masih terdapat berbagai kelemahan yang membuat kebijakan ini belum 
efektif dalam mencegah korupsi dana desa. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan beberapa rumusan masalah 
antara lain: 

1. Kebijakan Hukum Pidana yang Diterapkan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa oleh 
Kepala Desa Random Kecamatan Paser terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. 
Pasal 18 dan Pasal 3 jo dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Kemudian dikenakan Pasal 
18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu dapat 
dikenakan Pidana Tambahan seperti perampasan barang bergerak yang berwujud 
atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, 
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian 
hak-hak tertentu. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan 
penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun serta juga 
mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori. 

2. Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Korupsi Kepala Desa 
Random Kecamatan Paser adalah dari Ringannya Bobot Sanksi Pidana, Sistem 
Pengawasan yang lemah, Minimnya pendidikan dan pelatihan kepala desa dalam 
pengelolaan dana dan Tidak adanya mekanisme pemantauan berbasis digital yang 
dapat memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan 
akuntabel. 
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